BAB II
LANDASAN TEORITIK

A, Pemilikan Tanah dan Keharusan Pemanfaatannya,

Sesungguhnya, Islam telah memberikan pengakuan
dengan tegas terhadap masalah pemilikan atas tanah seba-
gal éumber pokok kehidupan dalem memenuhi kebutuhan manu-
sla, Masa pemilikan atas tanah tersebut dapat berlangsung
sepanjang hidup orang yang memilikinya (Abul A'la Al-Mau-
duaf, 1981 : 120).

Dr, Samih Athif Az-Zain menjelaskan definisi pemi-
likan sebagal cara yang harus dipergunakan manusia untuk
memperoleh manfaat dari suatu jasa atau barsng (Samih A~
thif Az-Zain, 1988 : 76),

Menurut Prof., Dr., Muhammad Musthafa Syalaby, dalam
pemilikan terkandung suatu kewenangan khusus atas sesuatu
yang dimiliki yang mencegah pihak lain bertindak atasnya
dan memungkinkan pemiliknya berbuat apa saja terhadapnya
sejak sesuatu itu dikhususkan baginya selama tidak ada
pencegahan syara' (Masduha Abdurrabman, 1986 :: 66).

Dimaksud dengan "berbuat apa saja" pada pengertian
di atas, antara lain meliputi kewenangan untuk memiliki
sesuatu yang dimilikinya, untuk mempergunakannya, ataupun
mengambil manfaat daripadanya, Dan, menurut Prof, Dr.T.M.
Hasbi Ash-shiddieqy, kewenangan untuk memiliki dan meng -
ambil manfaat dari sesuatu yang dimiliki itu tidak boleh
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sampai menimbulkan mu?arat bagl orang lain (Hasbi Ash-
Shiddieqy, 1984 : 116).

Maka demikian pula dengan pemilikan tenah , yang
harus diartikan sesual dengan tujuannya yang texrpokok , -
misalnya untuk bercucok tanam (:bertani), . untuk - tampat
tinggal, untuk membangun (lokasi) perusahaan, gudang,tem-
pat petefnakan, dan lain-lain yang . berupa pemanfaatan
tanah secara langsung (Abdurrahman Al-Baghdadi, 1987: .

Dengan demikian, dalam pengertian pemilikan tanah
terkandung suatu keharusan ﬁntuk dapat memanfaatkan seca-
langsung bidang tanah yang dimiliki,

Dalam pandangan Islam, tanah yang merupakan salah
satu bagian dari kekayaan alam adalah milik Allsh, Siapa
pun tak dapat memiliki guatu bidang tanah, melainkan ber-
-dasarkan atas pemberian (izin) dari Allah, dalam hal ini
harus berlandaskan ketentuan hukum, Dalam Q.S, Al-A*raf -
ayat 128 ditegaskan : |

raiall Caslalls “oslae sl oles on 40 8P
nSesungguhnya, bumi (ini) milik Allah, dipusakakan-Nya
(bumi ini) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan ke-
sudahan yang baik adalah bagli orang-orang yang ' ber -
takwa." (Depag, 1982 : 240%.

Kemudian dinyatakan pula dalam sebuah hadis yang
berbunyi sebagai berikut :

rJuasdehﬁﬁ“éfleclgquéﬂ:o—:n“ysabuﬁaés
A aWobes ks aigest oo Y ol ePS

(Twam Bathagql, VI : 142).
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Artinya : Dari 'Urwah, dia berkata,:saya menyaksikan bah-
wa Rasulullah saw, pernah menetapkan : "Sesungguhnya ta-
nzh itu adalah tanah Allah, dan hamba itu adalah hamba
Allah,"

Kedua ' buah  dalil di atas menunjukkan, bahwa se-
gala sesuatu yang menyangkut masalah tanah selalu terka-
it erat dengan ketentuanpkefentuan Allah yang merupakan
hukum-hukumnya, baik mengenai sebab-sebad pemilikamnya -
maupun mengenai segi-segi pemanfaatannya,

Sebab-sebab atau cara-cara yang sah untuk memper-
oleh hak milik atas tanah menurut Prof, Thahir Abdul Muh-
gin ada 3 macam : Pertama, kerja, dalam hal imi menghi --
dupkan tanah matij; Kedua, pelimpahan hak dengan jalan pe-
warisan dan wasiyat; dan Ketiga, akad pemindahan hak mi -
1ik yang sah, seperti jual-beli dan pemberian dengan se-
gala macamnya (Thahir Abdul Muhsin, 1985 : 89) (2

Terhadap tanah-tanah yang telah diperoleh pemilik-
nya dengan sebab-sebab pemilikan tersebut di atas terkan-
dung suatu bebanan hukum (keharusan) untuk dapat memanfa-
atkannya bagi para pemiliknya,

Selanjutnya, tanpa mengabaikan berbagai macam pe-=
manfaatan atau penggunaan tanah, maka pertanian merupakan
salah satu bidang kehidupan yang amat penting dalam me -
manfaatkan dan mendayagunakan tanah, Imam Quriubl meman-
dang bidang pertanian tersebut sebagai fardu kifayah hu-
kumnya, di mana pemerintah wajibd memerintahkan para warga

nya untuk menyelenggarakannya. Ini dapat dipshami, oleh -
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karena betapa buruk akibatnya bilamana sektor tersebut
tidak dapat diselenggarakan dengan baik, Betapa kesulitan
yang akan dialami oleh suatu negara yang tidak mempu me-
nyelenggarakan usaha pertanian, Seperti diketahui, bahwa
sebagian besar makanan pokok manusia adalah dihasilkan
dari usaha pertanian (Hamzah Ya'kub, 1984 : 271).

Apabila seseorang memiliki tanah pertanian, maka
dia berkewajiban untuk dapat memanfaatkan tanah yang di -
milikinya dengan menggarap dan menanaminya. Islam sama
sekali tidak menyukai seseorang membiarkan tanahnya dalam
keadaan kosong tz k tertanami. Menurut Islam, segala h=sil
yang diperoleh manusia dari usaha pertanian, lalu dapat

dirasakan bersama di antara mannsia dan makhluk lainpya;—-.
P D
ra \‘s,' Ak x ~,

maka yang demikian ini merupakan sadaqah. D"

& NREY
Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadi A amsu;\
‘ ‘7—4:3 ”"

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas rég& s;ﬁ

*4“"1& NN
bagal berikut : R4

a0 Flisley; o) 0 o pignrin gluws oot
e brap as YWY daagoglobus)s) P
(Imam BukharI, III : 135)
Artinya : Tiada seorang muslim pun yang membajak (tanah)
atau menanam suatu tanaman, lalu burung, manusia, atau
seekor binatang memakarmya, melainkan (hal itu) merupakan
sadagah baginya.
Dari hadis tersebut di atas, jelas bahwa orang yang
bercocoktanam dipandang melakukan sadagah secara terus me-

neras. Sebab tidaklah mungkin dari apa yang ditanamnya i-
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tu tiada satupun yang dimakan oleh burung, manusia, atau
pun binatang lainnya.

Islam menetapkan persyaratan yang mengikast bagi
pemilikan tanah pertanian atau tanah ladang, yaitu pemilik
tanah harus menanami tanah yang dimilikinya sesual dengan
kemampuan yang ada pada dirinya, yang dapat dilakukan -
dengan mengunakan alat-alat, hewan ternak, temnaga kerja,
penyedizan bibit, dan lain-lain (Abdurrahman Al-Baghdady,
1987 : 7).

Segala upaya yang positif dalsm rangka pengusahaan
dan pemanfaatan tanah pertanian boleh saja dilakukan, Syeh
Muhammad Yusuf Qardawi menyebutkan 4 mecam cara Yyang da-
pat dilakukan dalam mengusahakan tanah pertahian (Syekh -
Muhammad Yusuf Qardawi, 1980 : 382-388) .

Cara pertama, mengerjekan sendiri tanah yang dimi-
1iki dengan menaburkan benih ﬁumbuh-tumbuhan, mengalirinya
dan memeliharanya hingga tanah yang dimilikinye itu ber-
produksi atau keluar hasilnya.

Seperti telah diterangkan sebelumnya, maka orang
yang menger jakan gsendiri tanah-tanah yang dimilikinya di-
pandang berbuat sodagahsecara terus menerus dan sudah ba-
rang tentu pahala besar akan diterimanya kelak di akhirat
(Ibnu Hajar Al-tAsqgalani, V, 1959 : 400) .

Sebagian besar sahabat Ansar di Madinah pun berco-
cok tanam sendiri, mereka urus sendiri tanah-tanah mereka
di masa Rasulullah, Pemikian pula peristiwa itu terus ter
jadi sesudah masa Rasulullah (Sayyid Sabig, 1971 : 168).
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Cara kedua adalah meminjamkan tanah yang dimiliki-
nya kepada orang yang mampu menger jakan dan mengusahakan-
nya, tanpa meminta imbalan atas hasil yang diperoleh dari
pengusahaan tanah tersebut, Cara semacam ini sangat
dituntut oleh Islam,

Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir r.a, bah
wa Rasulullan saw, bersabda :

Seeolge, y2o) ghilu oS e, ks 02l Wil

B ayﬂ\igresﬁyg:yj ol lg=ianlnlpic
(Imam An-Nawawi, X, 1960 : 1924).
Artinya : Barangsiapa mempunyal tanah, maka nendaklah dia
menanaminya. Lalu jika tidak dapat menanaminya atau dia
tidak mampu (mengolah) tanahnya itu, maka hendaklah dia
berikan kepada saudaranya yang muslim, dan janganlah dia
menyewakan tanah itu kepadanya.

Berdasarkan zahir hadis di atas, maka upaya peman-

faatan tanah dapat dilakukan dengan menger jakan sendiri -
tanah yang dimiliki, atau menyerahkannya kepada orsng lain
yang lebih mampu mengerjakannya tanpa meminta imbalan su-
atu apapun darinya.

Cara ketiga adalah kesepakatan kerjasama di antara
orang yang memiliki tanah dengan orang yang memiliki ket-
rampilan bercocok tanam (:bertani) secara membagi hasil -
yang diperoleh, Misalnya sétengah, sepertiga, lebih ting-
gl atau lebih rendah dari itu sesuai dengan kesepakatan
kedua belah pihak (Sayyid Sabig, 1971 : 167).

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu-
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'Umar r.a. bahwa :
daad gl s Larbdis s J0) Jle s gtdealdpdD omy S
(Ibnu Hajar Al-*Asqalani, V, 1959 : 410)

Artinya : Sesungguhnya Rasulullah saw, pernah melakukan
mutamalah (:kerjasama) bersama penduduk FKhaibar dengan
membagi hasil yang keluar dari buah-buahan dan biji-biji-
an, .

Kerjasama di bidang pengusahaan tanah pertanian
itu merupakan hal yang sudah tidak asing lagi, Nabl saw,
mempraktekkannya hingga akhir wafatnya. Demikian pula -
Khulafa'ur Rasyidin sesudahnya, baik Abu Bakar,  ‘'Umer,
'Udman, *A1I, serta keluarga mereka, tidak seorang pun da
ri mereka yang melewatkannya, hingga hal itu disepakati -
sebagal Ijma' (Abdurrahman Al-Jazairi,III, 1969 : 18).

Dalam kitab-kitab hukum Islam, kerjasama tersebut
dinamakan Muzara'ah, jika seluruh bibit, tenaga dan biaya
pengusahaannya berasal bukan deri pemilik tanah, Sedang -
jika bibit dan seluruh biaya pengusahaandbfi pemilik tanah
maka kerjasama ini dinamakan Mukhabarah, Kemudian dimak-
sud dengan Musaggah, ilalah kérjasama di mana seorang pe -~
milik kebun menyerahkan pengurusan kebunnya kepada seo -
rang tukang kebun atau petani. Setelah panen, haesil kebun
itu dibagi dua di antara pemilik kebun dan penggarap (Has-
bullah Bakry, 1988 : 284-285).

Sebagal cara keempat menurut Sekh Muhammad Yusuf -
Qardawi adalah menyewakan tanah tersebut kepada orang lain

untuk dikerjakan dan diusahekannya dengan memperoleh se-
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jumlah uang tertentu, Cara keempat imi di kalangsn  ahli
~hukum Islam terjadi perbedaan pendapat, Ada yang membo -
lehkan, ada pula yang melatangnya. Kebanyakan ahli hukum
Islam (fugaha) adalah membolehkan, tetapi dengan mengaju-
kan argumertasi pule sebagian mereka tidak membolehkan --
cara penyewaan tersebut,

Pendapat yang disebut akhir di atas, didasarkan -
pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Rafi' Dbin
Khudaij, Jabir, Abu Se'id, Abu Hurairah, dan Ibmu 'Umar ,
meriwayatkan bahwa Nabl saw. telah melarang untuk menye -
wakan tanah (Sekh Yusuf Qardawi, 1980 : 388) ,

Tmam Muslim telah meriwayatkan banyak hadis yang
menyatakan keharusan bagi pemilik tanah pertanian untuk
memanfaatkan dan mengusahakan sendiri tanah-tanah yang di
pilikinya, Bilamana tidak mampu mengusahakannya, maka hen-
daklah menyerahkannya kepada orang lain yang lebih mampu
dan berkesempatan dan berkesanggupan untuk mengusahakan -
nya. Sebegitu pentingnya keharusan memanfaatkan sendiri
tanah-tanah yang dimiliki, maka menyewakan tanah-tanah .=
tersebut dilatang oleh Rasulullah saw,

Py s) a\i‘?“-“'a axle WL W) gany &) A 3 s 2 Lz =

Uiy} 5,0 WS Usiia yae 61 Zasw aSNBL ‘»a,-—dfat»

f%e—bé;cﬁt25791"“"J"‘L*’°“—“'Lr*""—JL) _rJ’._,
(Imam Muslim, I, t.t. : 672)

Artinya : Jabir bin Abdillah menceritakan, bahwa Rasulul-
1ah saw. melarang penyewaan tanah lahan (pertsnian), Lslu

Bakir berkataj Nafi' pernzh mengatakan kepadaku bahwa dia
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pernah mendengar Ibnu 'Umar, menyatakan, "kami pernah me-
nyewakan tanah kami, kemudian kami meninggalkan penyewaan
tersebut ketika mendengar hadis dari Rafi' bin Khudaij ."

Perlu dikemukakan, bahwa dari Rafi* bin Khudaij di
ceritakan banyak riwayat hadis yang menyatakan tentang -
larangan Nabi saw, dalam menyewakan tanah lahen (pertani-
an), (Imam Muslim, I, t.t. : 673-674).

Berdasarkan keberangan dan dalil-dalil di atas,
maka jelaslah bahwa pada prinsipnya penyewaan ¥anzh lahan
(pertanian) adalah dilarang, meskipun sebagian besar pa-
ahli membolehkannya, Sedang penyewaan tanah untuk keper -
luan selain pertanian adalah diperholehkan,

Abdurrahman Al-Baghdadi memperkuat pendapat terse-
but di atas dengan mengajukan berbagai argumentasi dalam
pembahasannya mengenal penyewaan tanah lahan (pertanien )

menurut hukum Islam (Abdurrahman Al-Baghdadi, 1987 : 38).

B, Ardul Mawat Dalam Islam

Ditinjau dari segi pemilikan - dan pemaenfaatannya
maka tanah pada pokoknya terbagi dalam empat mecam, yaitu:

Pertama, Tanah yang Jelas pemiliknya  dan ‘telah
diusahakan (dimamfaatkan)., Maksudnya, Bmhwa tanah yang dai
miliki itu telah dimanfaatkan, sebagai tempat kediaman ,
maupun untuk keperluan bidang pertanian. Tanah demikisn -~
jni diakui pemilikannya, Tak seorsng pun boleh memanfaat-
kan tanah tersebut, apalagi mengambilnya, kecuali atas 1i-
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zin dan kerelgan pemiliknya, Pengambilan dapat dibenar -.
kan apabila keadaan yang mendesak amat membutuhkannya gu-
ne mewujudkan kemaslahatan negara dan masyarakat,

Kedua, Tanah yang jelas pemiliknya tetapi belum
dimanfaatkan, Tanah macam ini tetap‘diakui pemilikannya ,
farena itu tanah tersebut dapat diserahkannya kepada 0-
rang lain melalui pewarisan, wasiyat, Jual-beli, pemberi-
an dan lain-lain, Tidak dimanfaatkannya tanah macem ini
karena jenis. tanahnya tandus serta tidak berair,

Ketiga, Tanah yang dipergunakan untuk kepentingan
(:keperluan) unum, Misalnya, tanah yang disediakan untuk
tempat pengembalaan ternak, untuk diambil kayu bekarnya ,
untuk pekuburan umum, dan lain-lain, Tanah macam ini ti-
dak boleh diambil, kecuali untuk keperluan umum tersebut,

Keempat, Tanah yang tidak ada pemiliknya, dan ti-
dak pula ada orang yang mengambil kemanfeatamnya. Tanah -
inilah yang kemudian dikenal dengan tanah mati (Musthafa-
Husni Assibati, 1988 : 163-164). Atau disebut dalam baha-
aslinya dengan ardul mawat, atau aréqu mawat dalam ben¥-
tuk Jama'nya. i

Dimaksud dengan ardul mawat adalah tanah yang ti-
dak berada di tengah keramaian kota dan tidak pula berada
di sekitarnya, demikian pendapat Imam Syafiti, Sedang I-
mam Hanafi menerangkan definisinya sebagal tanah yang Jja-
uh dari keramaian kota dan air tak dapat mengalir padanya
Demikian disebut_ dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyzh (Abul-
Hasan Al-MawardI, 1973 : 177). ,
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Sementara itu.menurut Muhammad Abu Zahrah , bahwa
ardul mawat terjadi oleh karena terputusnya pengairan yarg
ada padanya sehingga menjadi kendala bagi pengusahaannya
atau oleh karena kekalahan perang yang telah menyebabkan
lenyapnya pemiliknya, atau juga oleh sebab struktur tanzah
yang tidak baik bagi upaya penggarapannya., Ardul mawat ,
disyaratkan berada Jauh dari keramaian kota, tidak boleh
dekat dengannya, Karena Jika dekat dengan keramaian kota,
tentu telah dapat dimanfeatkan untuk berbagai keperluan -~
gselain pertanian menurut kemaslehatan yang ada padanya,
misalnya untuk pembangunan jalan=-Jalan, parit-parit iri -
gasi, tempat sampah dan lain-lain, Demikian tidak ada le-
gl perbedaan di kalangsn ghli hukum (Muhammad Abu Zahrah,
1976 : 123).

Dr. Muhammad Al-Assal tidak memerima persyaratan -
tersebut, Tetapi menurutnya, bahwa ditetapkanmya persya =
ratan tersebut oleh para ahli adalah sekedar menjadi ika-
tan bahwa tanah tersebut 8idak sedang dimanfaatkan orang
lain dengan cara apapun. Sébab bisa saja terjadi, tansh
itu berada jauh dari keramaian kota tetapi sedsng diman -
faatkan orang, begitu pula terkadang berada di dekat ke-
ramaian kota, tetapl tanah itu tidak dimanfaatken orang .
Karena itu menurutnya, ardul mewat cukup disyeratkan be-
lum dimanfaatkan orang dengan cara apapun (Muhammad Al -
vpssal, 1977 : 50).

Menghidupkan tanah mati menjadi salah satu sebab -

pemilikan atas tanah secara sah menurut hukum, Rasulullah
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saw., menerangkan bahwa :

L ooapgp laww\a,\\dfb_gds,p ol Lixlyen
(Imam Ahmad, II, 1978 : 127).
Artinya : Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka {tansh
itu menjadi haknya, dan hasil apa saja yang dimakan dari
padanya adalah merupakan sadagah baginya.

Menghidupkan tanah mati dapat dilakukan dengan ber-
bagai cara, Menurut Imam Hanafi dan Ahmad, ialah dengan
meletakkan batas di samping menyelenggarakan irigasi pada
sekeliling tanah itu, Sedang menurut Imam Malik, dikemba-
likan kepada kebiasaan yang berlaku, misalnya dengan men-
dirikan bangunan, menenaminys, menggali sumur dan lain -
lain, Sementara itu menurut Imem Syafiti, jika tanah itu
dimaksudkan untuk keperluan pertanian meka hendaklah de -
ngan menansminya dan menyelenggarakan pengairannya, lalu
jika dimaksudkanutuk tempat kediaman maka hendaklah men-
dirikan bangunan dan memasang atap padanya (Abdurrehman -
Ad-Dimesyq¥, 1960 : 182),

Prof Drs. K.H. Hasbullah Bakry, S.H. berpendapat ,
bahwa 1gy§'ul mawat secara logat ialah menghidupkan tanah
terlantar, Karena itu, menghidupkan menurutnya ialeh me-
nynburkan dan menanami tanah itu dengan tumbuh-tumbuhen -~
yang berharga (Hasbullah Bakry, 1988 : 306) .,

Di dalam upaya menghidupkan tanah mati tercakup -
beberapa perbuatan yang bermaksud menghilangkan sebab-se-
bab yang tidak dapat dimanfaatkahnya tanah tersebut. Baik
selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan pertanian atau-



24

pun untuk selain pertanian, Segala cara dapat dilskukan
sejauh dengan maksud mengubah tanah tersebut dari tidak
dapat dimanfaatkan menjadi dapat dimanfaatkan,

Para ahli berbeda pendapat mengenai disyaratkannya
pemberian izin dari pemerintah dalam upaya menghidupkan
tanah mati. Kebanyakan mereka (:Jumhur) tidak mensyarat-
kennya, Artinya, siapapun dapat menghidupkan tanah mati
tanpa harus mendapatkan izin dari pemerintah,

Hal ini sesual dengan bunyi hadis Rasulullah saw,

yang menyatakan :

) s p Lo AN Ay (S S o

(Imam Ahmad, IT, 1978 : 128)

Artinya : Barangsiapa lebih dahulu (membuka tanah) yang
belum didahului oleh orang Islam.(dalam memanfaatkannya),
maka tanah itu menjadi miliknya,

Tanpa harus ada izin dari pemerihtah, maka menurut
hadis tersebut, siapapun dapat menghidupkan tanah mati .,

Alasan lain yang dikemukan, bahwa bolehnya menghi-
dupkan +tanah mati +tidak perlu adanya izin pemerintah,
digiyaskan dengan bolehnya mengambil air laut, air su -
ngei, berburu burung-burung bebas, serta binatang bukan
piaraan, Mereka sepakat, bzhwa siapapun davat mengambil
dan memilikinya, baik berada di tempat yang dekat ataupun
jauh dari keramaian kota, baik dengan izin ataupun tanpa

jzin dari pemerintah (Ibnu Hajar Al-fAsqalani , V, 1959 :
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415).

Berbeda dengan pendapat Jumhur, maka Imam Hanafi -
mensyarathan dan mengharuskan adanya izin dari pemerintah
bagi orang yang akan menghidupkan tanah mati.(Muhammad -
bin Isma'il A?-§on'§nI, I1I, t.t. : 82),

Seperti dikutip Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj |,
Imam Abu Hanifah mengatakan :

Lloelip) lamd o9 @oMN o)A B ) a3 545 Llseliny sl e
é_.,a:.:g oA..v.o'oL?J%{é' r\.o)lb Uu—u_d_éfobﬁ ob‘;—ﬁ"—;‘
G5 i g B8V g 4 LW (o s Lo
‘(Abu Yusuf, 1352 H, 64)
Artinya : Barangsiapa meng@idupkan tanah mati maka tanah
itu menjadi miliknya, apabila diperbolehkan pemerintah .,
Tetapi orang yang menghidupkan tanah mati tanpa izin dari
pemerintah maka tanah itu bukan miliknya, dan pemerintah
berhak mencabut tanah itu dari kekuasaan orang tersebut -
dan bertindak sesuai dengan pendapatnya, menyewakannya |,
atau membagi-bagikannya, dan lain sebagainya,

Dr. Musthafa Husni Assiba'i cenderung menerima pen
dapat tersebut di atas, oleh karena sesual dengan penger-
tian negara dan wewenangnya pada zaman sekarang ini (Mus-
thafa Husni Assibati, 1988 : 167),

Perlu ditekankan, . bahwa sebenarnmya disysratken
adanya izin pemerintah adalah bukan dalam soal memiliki ,
tetapi harus dipendang sebagai upaya untuk mencegah adanya
perebutan, pertengkaran dan bahkan pembunuhan antar sesema

muslim, Demikian pula adanya izin agar Jangan ‘samvpal
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melanggar hak, misalnya ternyata tanah yang dihidupkannya
itu milik orang lain, Adanya izin pemerintah untuk meng -
hidupkan tanah mati telah pada proporsinya yang benar dan
sangat relevan dengen perkembangan situasi dan kondisi -~
sekarang ini. (Mubammad Al-'Assal, 1977 : 53),

Dalam sejarah disebutkan, bahwa sewaktu Rasulullah
saw., sudah menetap di Madinah dan mulai mengatur segala -
urusan yang berkaitan dengan kepentingan negara, maka per
tama~-tama yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana cara
mengusahakan tanah-tanah mati dan®tak bertuan, maka diumum
kanlah kemudian suatu peratutan yang menyatakan bahwa ba-
rangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tansh itu menjadi
haknya, Mendengar peraturan tersebut, maka banyaklah ereng
berdatangan kepada Rasulullah saw, yang meminta perkenan-
nya agar diberi sebagian tanah-tanah mati itu untuk mere-
ka usahakan dan produksikan serta mereka manfaatkan untuk
berbagai keperluan, Izin pemerintah yang menetapkan bagi-
an~-bagian mana dari tanah-tanah mati itu yang dapat diusa
hakan disebut dengan Iqt&d' (Musthafa Husni Assiba'i, 1988
: 170). |

Orang yang diberi izin untuk menghidupkan tanah
tanah mati tersebut selanjutnya dapat menguasai =~ Dbagian
bagian mana .dari tanah tersebut sesuai dengan yang dite -
tapkan, Batas waktu penguasaan atas tanah itu adalah tiga
tahun, Aftinya, dalam waktu tiga tahun itu hzrus dapat di
perlihatkan bahwa tanah yang dikuasainya itu dapat dengesn
baik dia manfaatkan,
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Imam Ahmad méngemukakan dalam "Musnad"nya :

u—*—-'”u_)LJ—:?.‘—a-dUz;J-o_c O\ gy yosire

+ g donilol- U nm i saas =g 5 v ol
(Imam Ahmad, II, 1978 : 130)
Artinya : Dari 'Umar bin Syu'aib diceritakan, bahwa (kha-
lifah) 'Umar menetapkan batas penguasaan (atas tanah) itu
selama tiga tahun, Lalu barangsiapa meninggalkan (:tidak-
mengusahakan) tanah itu hingga berjalan tiga tahun, maka
orang lain yang menghidupkannya lebih berhak atasnya.

Izin pemerinteh yang menetapkan bagian-bagian mana
dari tanah meti yang dapat dimanfaatkan, disyaratkan izin
tersebut harus benar-benar berada di bawah wewenang dan
kekuasaannyanya, Karena itu tidaklah sah pemberian . 1izin
pemanfaatan (pengerjaan) tanah-tanah yang sudah terang dam
pasti siapa pemiliknya (AbUl Hasan Al-Mawardi , 1973 :
190).

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik suatu -
pengertian, bahwa ar?ul mawat ialah tanah-tanah yang ti=-
dak diketahui dengan jelas siapa pempiliknya, tidak pula
sedang dimanfaatkan dengan cara apapun dan sebagian besar
tanah~-tanah itu berada Jauh dari keramaian kota, Sebab-
terjadinya ardul mawat bersifat alami, seperti musnahnya-
sebuah kota, kekalahan perang, dan rusaknys keadaan struk
tur tanah, sehingga menyebabkan tidak adanya pemilik dan
upaya memanfaatkannya, Dengan izin pemerintah, tanah ter-
sebut dapat dibagikan kepada mereka yang sanggup menghi -
dupkannya, baik untuk keperluan pertanian atau keperluan
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lainnya,

Cs Dampak Tidak Diupayakannya Pemanfaatan Ates Tanah,

Dalam uraian-uraian terdahulu telah penulis kemu -
kakan mengenai atau perihal pemilikan tanah dan kehsrusan
bagi pemiliknya untuk memanfaatkan tanah-tansh yang dimi-
likinya, baik tanah-tanah itu diperolehnya dengan menghi-
dupkannya, diperoleh dari pemberian, atau diperoleh édengan
akad-akad pelimpahan hak lainnya.

Keharusan tersebut secara umum terutama didasarkan
pada pandangan Islam bahwa manusia diturunkan ke muka bu-
mi untuk ditugasl sebagai khalifah yang dipandang mempu
untuk memakmurkannya, yekni menjadikan segala sesuatu yeng
diverikan oleh Allah bermanfaat bagi kehidupan manusia -
pada umumnya.

Pidak dilakukannya tugas dan upaya tersebut, tentu
dapat menimbulkan dampak-~dampak negatif yang langsung men
jadi konsekuensinya. Dampak-dempak negatif tersebut akan
dikemukakan di bawah ini,

pPertama, tanah merupakan sumber utama bagi berbagai
kebutuhan primer manusia, karena itu harus diproduksikan-
atau dimanfaatkan, Membiarkan tanah tidak dimanfaatkan ,
menghalangi beredar dan berkembangnya kekayaan di tengah
tengah masyarakat secara adil. Hal ini berarti bertente -
ngan dengan seruan Allsh sgar supaya harta kekayaan itu -
tidak sampai hanya beredar di kalangan orang-orang ter -
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tentu saja. Hal ini dapat memperdalam jurang perbedaan an
tara si kaya dengan si tek punye.(Abdul Kadir Audeh, 1966
: 113),

Dalam Q.S. Al-gasyr ayat 7 Allah swt, berfirman

K P RETFNP RPN A VF 1

",.. supaya harta itu jangan hanya beredar di santars

orang-orang kaya saja di antara kamu (Depag, 1982 :
916).

Kedua, +tidak dimanfaatkannya tanah, mengakibatkan
tanah-~tanah itu terlantar dan sia-sia, Hal ini dipandang
melanggar larangan untuk melakukan tabzIr (:mubazir) atas
harta.kekayaan.(Sekh Muhammad Yusuf Qardawi, 1980 : 381).

Dalam Q.S. Al-Isra' ayat 26 dan 27 oleh Allah di =

gaskan
¥. 5 . - - e 1 - s
bl dg=lloi e s 1 b G\ @ Lyt 5,505V
@ YsaSa Aol <oy
",.. dan janganlah kamu hambur-hamburkan (hertamu) se
cara boros (26). Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu
adalah saudara-saudara syaltan, dan syaitan itu ada-
lah sangat ingkar kepada Tuhannya (Depag, 1982: 428),
Ketiga, tidak dimanfaatkannya tanah, mengandung
banyak mudarat dan mafsadat yang akibatnya akan dirasakan
baik secara individual (orang-perorang) maupun secsra ko-
munal (bersama). Dalam hal ini, hak sosial etas tanrh ti-
dak dilaksanakan, Dan ini bertentangan dengan firman Al-
lah swt. dalam Q.S., Az-Zariyat ayat 19 :

r_,ﬂ-d‘gd—"‘—u_—ué:r-ﬂj_‘,-" LY)

"Dan pada harta henda mereka ada hak untuk orang -
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miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak me -
minta (Depag, 1982 : 859).

Keempat, bahwa tidak dimanfeatkannya tanah dan di-
biarkannya dalam keadaan terlantar bertentangan dengan . -
ketentuan hukum Allah, bahwa sebagai khalifah di muka bu-
mi manusia ditugasi untuk memakmurkan segala isi alam yang
telah Allah limpahkan kepada manusia, Tidak dilaksanakan-
nya tugas tersebut berarti melanggar batas-batas yang di-
tentukan Allah, Padahal Allah melarangnya, Demikien ter-
tera dalam Q.S. An-Nisa' ayat 14 :

Jbd=ss odgy=axiigad)guw)o WMppes o9

e Org—otlica gLy, Stal o

"Dan barangsiiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan

melanggar ketentuan-ketentuan=Nya, niscaya Allah me-

masukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di

dalamnya, Dan baginya siksa yang menghinskan (Depag ,
1982 : 118).

Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa tidak diu-
payakannya pemanfaatan atas tanah-tanah yang dimiliki da-
menimbulkan dampak-dampak negatif. Dan ysng demikisn 1ini
menjadi kendala bagi upaya-upaya mewujudkan berbagai ke. -

maslahatan sebagal salah satu tujuan yang hendak dicapai-

oleh Islam,

D, Berakhirnya Pemilikan Atas Tanah,

Seperti telah dikemukaekan dalam uraian terdahulu ,
upaya pemanfaatan tanah menjadi smyatu keharusan yang wa-

Jib diindabkan dan ditegakkan, baik pemanfaatan itu dalam
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miskin yang meminta dan orang miskin yang ﬁidak me -
minta (Depag, 1982 : 859),

Keempat, bahwa tidak dimanfaatkannya tanah dan di-
?iarkannya dalam keadaan terlantar bertentangan dengan . -
ketentuan hukum Allah, bahwa sebagai khalifah di muka bu~
mi manusia ditugasi untuk memakmurkan segala ist alam yang
telah Allah limpahkan kepada manusia, Tidak dilaksanakan-
nya tugas tersebut berarti melanggar batas-batas yang di-
tentukan Allah, Padahal Allah melarangnya, Demikien ter-
tera dalam Q,S. An-Nisa' ayat 14 :

JLd=ay odosaxiugd)ouw o Mype s g

= O ol ca Jo Ly, oSlalL o

"Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan

melanggar ketentuan-ketentuansNya, niscaya Allah me-

masukkannya ke dalam apil neraka, sedang ia kekml di

dalamnya., Dan baginya siksa yang menghineckan (Depag ,
1982 : 118), :

Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa tidak diu-
payakannya pemanfaatan atas tanah-tanah yang dimiliki da-
menimbulkan dampak-dampak negatif. Dan yang demikian ini
menjadi kendala bagi upaya-upaya mewujudkan berbagai ke: -
maslahatan sebagal salah satu tujuan yang hendak dicapai-

oleh Islam.’

D, Berakhirnya Pemilikan Atas Tanah,

Seperti telah dikemukakan dalam uraian terdshulu ,
upaya pemanfaatan tanah menjadi smatu keharusan yang wa-

Jib diindahkan dan ditegakkan, Baik pemanfaatan itu dalam
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bidang pertanian maupun untuk keperluan-keperluan selain
bidang pertanian, Keharusan pemanfaatan atas tanah terse-
but merupakan konsekuensi dari pengertian pemilikannya.

Dengan berdasarkan nas-nas yang pemulis kemukakan-
mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh tidak dila-
kukannya upaya pemanfaatan tanah, maka membiarkan tanah -
dalam keadaan terlantar dan sia-sia adalah dilarang menu-
rut ketentuan hukum Islam,

Batas penguasaan tanah menurut ketentuan hukum Is-
lam adalah tiga tahun, Maka Jjika dalam batas waktu tiga
tahun itu tiada dilakukan upaya pemenfamtan atas tanah ,
menjadi gugur atau berakhirlah hak pemilikannya atas ta-
nah (Sayyid Sabiq, III, 1971 : 170).

Dari Tawus diceritakan, Rasulullah saw, bersabda :
\—PJ‘L—s\w—'ww,ﬁ‘,ﬁp—' ds«%r‘“atl’omﬁcs:l-
¥C Muww ,.:...,Avd._,}su » 41

(Abu Yusuf, 1352 H, : 65)

Artinya : Tanzh 'Ad (:tak bertuan dan mati) itu untuk Al-
12h dan Rasul-Nya, kemudian sesudah (:selain) 4tu umbuk
kamu sekalian. Maka barangsiapa menghidupkan tanah mati ,
maka tanah itu untuknya. Dan t;k ada lagl hak bagi otang
yang memberi batas (:menguasai) tanah sesudah masa tiga
tahun,

Menurut ketentuan hadis itu pule, maka hemat penu-
1is, tanah-tanah yang telah gugur dan berakhir hak pemi -
likannya secara hukum berpindah penguasaannye dari Dbekes
pemiliknya semula kepada negara. Negara berhak me nguasai-
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tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya tersebut., Dan selan
jutnya menjadi kebijeksanaannya, apakah kemudian tsnah -
tanah itu tetap berada di bawah kekuasaannys, ataukah se-
lanjutnya dibagi-bagikan kepada warga masyarakat yang le-
bih membutuhkan,

Terhadap tanah-tanah yang dikuasai negara tersebut
maka Nabi saw. sendiri terksdang tetap meletakkannya di
bawah penguasaan negara yang akan dipergunakan untuk ber-
bbagai kemaslahatan, Tetapi pada saat yang lain Nabi per-
nah membagi-bagikannya kepada warga regaranya (Muhammad -
Al-*Assal, 1977 : 66).

Menjadikan tanah-tanah yang dikuasai negara tetap
berada di bawah penguasaan dan pengawasan negara, misal -
nya dipraktekkan Nabi saw. pada saat menaklukkan kota -
Makkah, Sedang kebijaksanaan membagi-bagikan t2nah yang
pernah dikuasainya, pernah dipraktekkan pada saat menak -
lukkan tanah Khaibar.

Demikian pula seperti diceritakan dalam hadis,bah-
wa Nabli saw. pernah membagikan tanah kepada seorang saha-
batnya, yaitu tanah di Hadramaut,

cstpt dolo o LadlecsnewBis = clew e
Crge i JBLWle) Slipy) 2o sluvg dslealilup ol ! (e B ammy
(Imam Baihaql, VI : 144).
Artinya : Dari Semmzk bin Harb diceritakan, dia mendengar
tAlgameh bin Wa'il Al-HagramI yang menceritakan dari ayah
nya : bahwa Nabi saw. memBagikan = kepadenye sebidang-
tanah yang tidak aku ketahui kecuali seperti yang dikata-
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kannya (ialah) di Hadramaut.

Negara diberi kekuasaan oleh Islam ---'atas  segala
hal yang menyangkut kesejahteraan mésyarakat dan untuk
menghindarkan segala marabahaya yang akan menimpa (Abdul-
1lah Al-Arabi, t.t. : 34). Mencakup puls kekuasaan itu -
dalam hal pengaturan pemilikan tanah dan pemanfaatannya .,
Negara dapat menentukan berbagai kebjliaksanaan sesuai de-
ngan yang dikehendaki oleh kemaslahatan bersama, Negara
berwenang dan berkuasa mengatur "berbagali - kepenting-
an tersebut (Zainal Abidin Ahmad, 1979 : 145).

Sekali lagi perlu ditekankan, bahwa segala kebija-
kan yang diambil oleh negara harus tetap bersandar kepada

kemaslahatan bersama, Menurut kagdah hukum Islam @
asa) P2 Rlldemty s Lxliadl b giolas AL o 0nrdll
Cole 1, el pd 33 23, el Jesmiiag plad, 2l

nPindakan kepada rakyst harus didasarkan kepada kemas
lahatan., Dan, bahaya tertentu boleh dipertahanksn gu-~
na menghindari bahaya yang lebih umum, serta  bshaya
yang lebih rendah boleh dipertahankan guna menolak
bahaya yang lebih tinggi (besar)." (Abdullah Al-
A.rabi’ totc H 76)-

Dengan dasar kemaslahatan (:Maslahah Mursalah) ser-
ta mencegah segala jalan yang akan menimbulkan bahaya dan
kerusakan (;9addud ZarI*ah), maka selanjutnya pemerintah
sebagail pemeran kekuaséan negara dapat menentukan kebijak
sanaannya yang lebih bersifat teknis operasional dalam -
hal pengaturan pemilikan tanah dan pemanfaatannya, Misal-
nya mengenal ketentuan operasional pembagian tanah serta

pemberian ganti kerigian bagi bekas pemilik tanah yang -
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gugur atau berakhir hak pemilikannya .

Dalam sejarah banyak dibuktikan, peristiwa-peris -
tiwa yang membenarkan kebijeksanaan tersebht di ates ber-
dasarkan kemaslahatan dan mencegah (:menyumbat) bahaya -
yang akan terjadi.sebagaimana dikemukakan dalam uraian -~
terdahulu, Tidak saja peristiwa itu terjadi di zam>n Ra ®
sullah saw. Tetapi bahkan jauh setelah masa beliru masih
pula terjadi.

Pernah terjadi, seorang sahabat bernama Bilal Hin
Haris Al-Muzani yang diberi bagian oleh Rasialullah'saw, =
berupa seluruh tanah di daerah 'Aqiq. Setelah datang masa
'Umar r.a., dia dipanggil dan diberitahu : "Sesungguhnya ,
Rasulullah saw, dulu memberi kamu tanah itu bukan semata-
mata untuk kamu batasi (:kuasal) sehingga orang lein ter-
halang untuk memperolehnya. Jadi diberikan kepadamu untuk
dimanfaatkan, Karena itu sékarang hendaklah kamu tentukan
saja sekuat yang kamu dapat memanfaatkan ( :mengerjakan ),
sedang selebihnya kembalikan kepadaku, dan akan saya bagl
kan kepada yang memerlukan."” (Musthafa Husni Assiba'i, -
1988 : 169).

Demikian pula kaitannya dengan ganti rugl yang di-
tetapkan atas tanah;tanah dikuasai negara oleh karena gu-
gur atau berakhir masa pemilikannya, atsu karen» dicabut-
untuk keperluan umum, maka pernah pula terjadi. Misalnya,
dengan dasar maslahah mursalah atsu kemaslahatan umum, =-
Khalifah 'Umar r.a. pernah mengambil (:membebaskan) tanah
tanah yang berada di gsekitar Masjidil Haram, 'Umar mem =
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bolehkan pula membongkar rumah-rumah yang berada di seki-
tar tanah-tanah tersebut dengan memberikan ganti rugi ke-
pada bekas pemiliknya (A. Wahid Wafi, 1984 : 91), TUntuk
selanjutnya tanah tersebut dipergianakan - untuk keperluan
Masijid‘Haram.sebagai suatu tempat peribadatan umum,

Pari uraian di atas, dapat ditarik suatu pengerti-
an, bahwa membiarkan tanah dalam keadaan terlantar dan
tidak dimanfaatkan, menurut hukum Islam dapat mengakibat-
kan gugur atau berakhir hak pemilikan atas tanzhnya, dan-
selanjutnya beralihlah penguasaan tanah tersebut kepada
kekuasaan negara, Dan; menurut hukum Islam, pengaturan -
lebih lanjut diserahkan kepada kebi jaksanaan negara (Inam
atau Sul?an) apakah diletakkan tetap berada di bawah keku
asaan negara, ataukah selanjutnya dibagi~-bagikan Kkepada
warga masyarakat yeng lebih membutuhkan. Segala -kebijak -
sanaan negara harus tetap didasarkan kepada upeya mewujud
kan kemaslahatan atau c:eLHQ‘J|L1JLe- dan mencegah timbul-
nya bahaya yang akan menimpa atau Li_p.Ut_;D. Dehgan

kata lain, kebijaksanaan itu mempergunekan dasar - dasar

;Llatrad‘aazlAfLL‘ dan z_—ﬂhDJJLLaw.



